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Siaran Pers 
 

Kasus Illegal Logging di Kawasan Hutan TN Bukit Tiga Puluh Segera Disidangkan 
 
Pekanbaru, 26 Maret 2022. Berkas penyidikan dengan tersangka PD, pelaku pengangkutan kayu tanpa 
dokumen di kawasan hutan Taman Nasional (TN) Bukit Tiga Puluh siap disidangkan. Setelah melalui 
serangkaian proses pemeriksaan saksi dan permintaan keterangan ahli oleh penyidik Balai Gakkum KLHK 
Sumatera, berkas perkara pidana tersangka dinilai telah lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Riau pada 23 Maret 
2022. 
 
Pengungkapan kasus ini berawal ketika tim patroli TN Bukit Tiga Puluh mengamankan motor yang membawa 
empat belas keping kayu olahan yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) 
di  kawasan hutan TN Bukit Tiga Puluh, Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. 
Kayu olahan tersebut rencananya diangkut ke lokasi lain untuk dipindahkan ke mobil. 
 
Penyidik Gakkum KLHK menjerat PD dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 83 Ayat 1 Huruf b sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Undang-
Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan/atau  Pasal 88 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang No 18 Tahun 
2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, dengan 
ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak R p2,5 miliar. 
 
Kasus pengangkutan kayu tanpa dokumen dengan tersangka PD ditangani oleh KLHK dan instansi terkait. Ini 
menunjukkan bahwa upaya pemberantasan kejahatan kehutanan membutuhkan kolaborasi dan persepsi 
bersama dengan masyarakat dan penegak hukum lainnya. 
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